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DRAFT  

 
 

 

WALI KOTA SURAKARTA  

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  

 NOMOR      

TENTANG 

PEDOMAN AUDIT KETAATAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Deputi 

Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit 

Ketaatan perlu diatur lebih lanjut di tingkat Pemerintah 

Daerah sebagai landasan pelaksanaan di Kota Surakarta; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan     

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang….  

… 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023  Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 

6041); 

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN 

AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

SURAKARTA. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota  …  
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3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Surakarta. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota  dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta. 

7. Inspektur adalah Inspektur Kota Surakarta. 

8. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di 

bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka 

mencapai tujuan Daerah Kota. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk 

dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kesamaan persepsi 

dan keseragaman metodologi kegiatan audit dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit 

ketaatan. 

Pasal 3 

(1) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi : 

a. Bab I    :  Gambaran Umum Audit Ketaatan; 

b. Bab II   :  Proses Perencanaan Audit; 

c. Bab III  :  Pelaksanaan Audit Ketaatan; 

d. Bab IV  :  Pengkomunikasian   Hasil  Pengawasan  dan 

Monitoring Tindak Lanjut;   

e. Bab V   :   Penutup. 

(2) Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota 

ini. 

(3) Contoh … 
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(3) Contoh kertas kerja survei pendahuluan, kertas kerja 

evaluasi, program kerja audit, berita acara entry meeting, 

kertas kerja pemeriksaan kas, kertas kerja pengujian data 

audit, penyusunan kertas kerja audit, format berita acara 

exit conference, laporan  hasil  audit  ketaatan, dan 

rencana aksi tindak lanjut rekomendasi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 4 

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali 

Kota Surakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Audit 

Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal  

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

  

  RESPATI ACHMAD ARDIANTO 

Diundangkan  di Surakarta 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, 

              

 

BUDI MURTONO 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ………. NOMOR …….. 



 

  
 

LAMPIRAN  

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR 

TENTANG PEDOMAN AUDIT KETAATAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

SURAKARTA 

 

 

BAB I  

GAMBARAN UMUM AUDIT KETAATAN 

 

A. Latar Belakang  

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), diharapkan mampu menilai 

dan meningkatkan ketaatan pelaksanaan suatu area, proses, sistem, 

fungsi, program/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan, 

kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah 

ditetapkan. Selain itu, pimpinan Pemerintah Daerah dan masyarakat ingin 

mengetahui apakah penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu area, proses, 

sistem, fungsi, program/kegiatan di Pemerintah Daerah tersebut telah 

dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang 

telah ditetapkan. Dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kapabilitas 

Level 3, APIP perlu melakukan audit ketaatan yang memberi keyakinan 

memadai bahwa area, proses atau sistem operasional dari subjek yang 

diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

kebijakan, prosedur yang berlaku, peraturan terkait yang telah ditetapkan 

serta kriteria lain yang relevan. Pedoman ini bertujuan untuk menjadi 

acuan APIP daerah dalam melaksanakan audit ketaatan agar APIP daerah 

memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi agar kegiatan 

audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif atas potensi/risiko 

ketidaktaatan di PD. 

B. Perkembangan Audit 

Pendekatan audit sebagai salah satu aktivitas assurance telah mengalami 

perkembangan dari audit berbasis pengendalian/control-based auditing, 

audit berbasis proses/process-based auditing, audit berbasis risiko/risk- 

based auditing, serta audit berbasis manajemen risiko/risk management- 



 

  
 

based auditing. Audit Ketaatan merupakan salah satu aktivitas assurance 

(control based auditing). Audit ketaatan termasuk dalam Elemen 1 Peran 

dan Layanan APIP dalam Internal Audit Capability Model (IACM).               

Audit Ketaatan merupakan pemenuhan level kapabilitas APIP Level 3 

sekaligus sebagai fondasi bagi APIP untuk ke level selanjutnya. Dalam 

Matriks Grand Design PIBR, mengaitkan antara audit ketaatan dengan 

tingkat kematangan manajemen risiko dan Kapabilitas APIP. Audit ketaatan 

termasuk dalam Aktivitas control based auditing meliputi aktivitas inspeksi, 

observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk 

memastikan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang 

telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah audit ketaatan (compliance 

audit) dan apabila dijumpai penyimpangan dapat diberikan saran perbaikan  

atas  sistem  pengendalian  intern  (Control  based  auditing)  untuk 

menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek, yaitu 

perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi. 

C. Pengertian, Tujuan dan Sasaran 

Audit ketaatan (compliance audit) merupakan audit untuk menilai tingkat 

ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. 

Adapun pengertian audit ketaatan dari berbagai sumber antara lain : 

• Berdasar Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), audit 

ketaatan (compliance audit) termasuk ke dalam audit tujuan tertentu. 

• Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan 

oleh Institute of Internal APIPs (IIA), audit ketaatan (compliance audit) 

adalah kegiatan audit yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dan 

ketaatan atas area, proses, dan sistem terhadap kebijakan, rencana, 

prosedur, peraturan, kontrak serta peraturan lain yang telah 

ditetapkan. 

Tujuan audit ketaatan adalah menilai ketaatan terhadap peraturan 

perundang- undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan 

terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, 

program/kegiatan. Sasaran audit difokuskan pada area yang terdapat risiko 

ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, 

sistem, fungsi, program/kegiatan serta untuk memberi saran perbaikan 

untuk penguatan pengendalian. Pengendalian terhadap ketaatan pada 

prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam 



 

  
 

pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan untuk 

memastikan bahwa implementasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pemahaman terhadap pengendalian ketaatan ini 

akan membantu APIP dalam mendeteksi/menilai risiko terjadinya 

penyimpangan dari ketentuan perundang- undangan pada kejadian-

kejadian historis serta mencegah dan menangkal tindak penyimpangan 

pada risiko yang akan terjadi. 

Outcome yang diharapkan atas pelaksanaan audit ketaatan antara lain : 

1. Keyakinan memadai atas ketaatan bahwa area, proses, sistem yang 

diaudit telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 

2. Adanya nilai tambah untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi 

dan efektivitas operasional; 

3. Mencegah dan mendeteksi tindakan penyimpangan dari prosedur 

maupun kebijakan yang ditetapkan. 

D. Metodologi Audit Ketaatan 

Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah 

ditetapkan, APIP dapat menilai, menguji, menganalisis, menyimpulkan 

ketaatan suatu area pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan 

yang memadai dengan didukung bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan 

material. Dokumen data sekunder dari luar PD yang diaudit dapat 

digunakan sebagai data awal, sedangkan data primer dari perangkat daerah 

yang bersangkutan dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan yang 

bisa digunakan sebagai bukti temuan atas ketidaktaatan. Selanjutnya, 

dokumen bukti-bukti tersebut dianalisis dengan membandingkan antara 

realisasi/pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku atau dari best 

practice yang ada. 

Teknik audit Teknik audit untuk pengumpulan data dan bukti audit 

dilakukan dilakukan melalui : 

• Pengumpulan data; 

• Wawancara/interviu/kuesioner; 

• Konfirmasi kepada pihak terkait; 

• Uji petik/sampel; 

• Analisis data; 

• Simpulan 



 

  
 

 

Dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti, APIP harus 

memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan.                

Uji petik/sampel dalam pengumpulan bukti dilakukan dapat secara seleksi 

berdasarkan pertimbangan profesi APIP. Besaran luasnya pengujian 

tersebut tidak harus dilakukan audit secara keseluruhan melainkan dapat 

dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan 

melalui teknik pengukuran sampel yang telah menyediakan basis yang 

wajar untuk penarikan kesimpulan tentang populasi yang telah diuji                   

(SAIPI : Sampling Audit). Sampling audit dapat didefinisikan sebagai 

penerapan prosedur audit terhadap kurang dari seratus persen dalam 

suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan menilai beberapa 

karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Terdapat dua 

pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu statistical sampling yaitu 

sampling dengan penerapan aturan matematika dimana APIP dapat 

mengkuantifikasi (mengukur) risiko sampling pada saat merencanakan 

sampel dan mengevaluasi hasil. APIP harus menguji kelengkapan populasi 

sehingga sampel yang dipilih merupakan keterwakilan dari populasi 

tersebut (probabilitas), dan nonstatistical sampling yaitu pendekatan yang 

digunakan dimana APIP menggunakan pengetahuan dan pengalamannya 

dalam menentukan ukuran sampel    yang dipilih, dan keputusan yang 

diambil lebih berdasarkan pertimbangan. Dalam menentukan ukuran 

sampel audit, APIP harus mempertimbangkan tujuan audit yang spesifik, 

karakteristik populasi dan pemilihan metode sampling. Dalam 

menggunakan sampel statistik, APIP harus mempertimbangkan konsep 

seperti tingkat toleransi salah saji (tolerable error) yang dapat diterima. 

Toleransi salah saji adalah jumlah maksimal dari kesalahan yang masih 

dapat diterima oleh APIP. Toleransi salah saji ini tidak sepenuhnya dari 

keputusan APIP, namun juga dapat dipengaruhi oleh proses bisnis, 

berkonsultasi dengan pihak manajemen, atau dari best practices yang ada. 

Dalam suatu kasus, terdapat satu kesalahan saja tidak dapat ditoleransi 

oleh APIP. Dalam proses penentuan teknik sampling audit, APIP dapat 

berkonsultasi pada pihak yang berkompeten. 

Dalam melaksanakan tugasnya, APIP wajib mengikuti standar audit yang 

telah ditetapkan dalam SAIPI, mempunyai kompetensi dan kecermatan 

profesional (SAIPI) di bidang audit ketaatan. Kompetensi tersebut bisa 



 

  
 

didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Selain itu, APIP 

dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal (SAIPI), apabila 

tidak ada APIP yang mempunyai keahlian yang diharapkan. APIP harus 

mampu memberikan rekomendasi/saran dalam hal peringatan/deteksi dini 

(early warning system) kepada pimpinan organisasi untuk melakukan 

tindakan-tindakan pencegahan dan perbaikan terutama pada area yang 

memiliki potensi masalah/risiko ketidaktaatan yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan. Apabila dari hasil pengumpulan, analisis, dan 

intepretasi bukti-bukti, APIP menyimpulkan adanya potensi tindak 

penyimpangan yang berpotensi merugikan   keuangan   negara,   melalui  

bukti-bukti tersebut  dapat  dijadikan  informasi  awal  untuk  ditelaah  lebih  

lanjut sebagai informasi perlunya audit investigasi atau tidak. 

E. Tahap Audit Ketaatan 

Diagram 1.1 Tahapan Audit Ketaatan 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan

Penetapan Tujuan dan Ruang 
Lingkup

Pemahaman Proses Bisnis 
Auditi

Audit Pendahuluan
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Penyusunan Rencana 
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Penyusunan PKA
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Pelaksanaan
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yang akan Dilakukan Audit

Pelaksanaan PKA Rinci:
- Pengujian dan 

Pengumpulan Bukti
- Evaluasi Bukti dan 

Pengambilan Kesimpulan
- Pengembangan Temuan dan 

Rekomendasi

Penyusunan Kertas Kerja Audit

Pendokumentasian Kertas 
Kerja Audit

Penyusunan Simpulan 
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Pembahasan Simpulan, 
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Hasil Pengawasan dan 
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Perolehan tanggapan 
atas simpulan, 

rekomendasi dan 
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Penyusunan dan 
Penyampaian LHA

Monitoring tindak 
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BAB II 

PROSES PERENCANAAN AUDIT 

 

Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci 

berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga audit dapat 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pada perencanaan audit, APIP 

mengumpulkan informasi untuk menentukan: (1) Penetapan Tujuan dan 

Ruang Lingkup, (2) Pemahaman Proses Bisnis Auditi, (3) Audit Pendahuluan, 

(4) Penyusunan Rencana Pengujian, (5) Penyusunan Program Kerja,                              

(6) Pengalokasian Sumber Daya. Sebelum merumuskan tujuan audit, 

sebaiknya perlu dipahami alasan-alasan yang melatarbelakangi penugasan 

audit yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan audit ketaatan dapat dilakukan 

berdasarkan : 

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) hasil proses penilaian risiko 

organisasi melalui Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) atau 

berdasarkan hasil audit sebelumnya atas area, proses, sistem, fungsi, 

program/kegiatan PD yang masih terdapat risiko ketidaktaatan. 

2. Permintaan pimpinan organisasi/kepala daerah, atas suatu unit organisasi 

atau area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan PD, atau berdasarkan 

permintaan pihak lain dengan alasan tertentu.  

3. Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan atau hal lain yang baru atau 

pertama kali dilaksanakan atau dilaksanakan dengan perubahan prosedur 

atau perubahan proses lainnya. 

4. Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan PD yang tidak selaras dengan 

sasaran RPJMD/N disarankan untuk dilakukan audit ketaatan, atau 

5. Hal lain yang dilaksanakan dalam kondisi darurat atau adanya indikasi 

ketidaktaatan atau alasan penting lainnya. 

Berikut adalah tahap-tahap perencanaan yang perlu dipersiapkan APIP     

antara lain : 

1. Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup 

Langkah pertama dalam memulai suatu penugasan adalah menentukan 

tujuan (apa yang akan dicapai) dan ruang lingkup penugasan (apa yang akan 

diuji). Audit ketaatan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan PD 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur 



 

  
 

yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Penetapan 

tujuan audit merupakan proses kritis pada awal penugasan. Kegagalan 

menetapkan tujuan audit secara jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak 

selaras dengan alasan penugasan. Pada akhir penugasan, tujuan audit 

dinyatakan secara tegas dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Tujuan audit 

ketaatan yang jelas akan menegaskan tujuan penjaminan yang akan 

diberikan APIP intern agar sasaran audit ketaatan dapat dicapai, APIP harus 

menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. 

Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa yang 

tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan. 

APIP dapat melakukan audit ketaatan pada level area, proses, sistem, fungsi, 

program/kegiatan PD. Terkait kriteria ketaatan yang akan diberi 

penjaminan, APIP dapat membatasi lingkup audit pada aspek ketaatan/ 

compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kecukupan 

pengendalian. 

2. Pemahaman Proses Bisnis Audit 

Dalam merencanakan penugasan, APIP harus memahami auditi (tujuan, 

proses dan area yang menjadi lingkup audit). Kegagalan dalam memahami 

auditi dapat berakibat pengujian yang tidak lengkap atau kesalahan 

pengalokasian sumber daya. Yang pertama harus dipahami oleh APIP adalah 

tujuan organisasi. Sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai dan proses 

yang dilakukan pimpinan PD dalam mencapainya. Dalam memahami proses 

bisnis (probis) auditi dibutuhkan pemahaman yang mendalami terkait 

dengan rencana strategis (renstra), struktur organisasi, mandat, tugas dan 

fungsi, tujuan dan target (output) serta capaian kinerja. 

APIP dapat menggunakan berbagai sumber data untuk memahami probis 

auditi. Salah satunya dengan memanfaatkan data yang tersedia, misalnya 

renstra, struktur organisasi, SOP, kebijakan, uraian tugas dan jabatan, 

dokumentasi lain misalnya data audit tahun lalu, DPA auditi yang 

bersangkutan, KKA dan LHP tahun lalu, tindak lanjut LHP tahun 

sebelumnya. Hal ini berguna untuk pembuatan Program Kerja Audit (PKA) 

agar audit berjalan dengan efisien dan efektif dalam audit ketaatan atas area, 

proses, sistem, fungsi, program/kegiatan PD. 

 



 

  
 

 

A. Audit Pendahuluan 

1. Persiapan 

Desk audit adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi awal 

yang dapat diperoleh dari PD sebelum audit lapangan (DPA, Renstra, 

struktur organisasi, uraian tugas, LHP tahun lalu, dan dokumen auditi 

lainnya) serta analisis data untuk mendapatkan gambaran umum 

permasalahan administrasi sehingga diperoleh Potential Audit Objective 

(PAO) yang menjadi bahan masukan penyusunan program kerja survei 

pendahuluan. 

2. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan adalah suatu proses dalam audit internal yang 

bertujuan memperdalam gambaran (informasi) umum mengenai auditi 

sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar 

hukum peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tujuan 

organisasi. 

Survei pendahuluan dapat dibagi ke dalam 4 tahap : 

a. Pengenalan Auditi, tahap ini mencakup pengumpulan informasi 

mengenai hal-hal berikut : 

1) Dasar hukum; 

2) Tujuan dan sasaran auditi menurut Renstra; 

3) Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan; 

4) Dokumen yang berkaitan dengan Prosedur program/kegiatan, 

dst. 

5) Pemeriksaan kas 

6) LHP periode sebelumnya; 

7) Pengaduan/atensi masyarakat; 

Pada saat APIP melakukan survei untuk menemukan 

permasalahan, pada dasarnya APIP melakukan identifikasi, 

petunjuk, atau indikasi adanya ketidaktaatan/penyimpangan. 

Beberapa dari indikasi-indikasi yang biasanya mudah dikenali : 

1) Tidak adanya perencanaan, kalaupun ada tidak memadai, 

tidak selaras dengan RPJMD/RPJMN; 



 

  
 

 

2) Tidak adanya pemisahan tanggung jawab dalam bagan 

organisasi yang memadai; 

3) Prosedur/SOP tidak efektif atau biayanya melampaui 

kewajaran atau tidak jelas sehingga perlu dilakukan 

pengujian yang mendalam; 

4) Tidak dibuatnya sistem sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

dan fungsi; 

5) Adanya transaksi atau program di luar anggaran yang 

tersedia. 

6) Program dan/atau kegiatan yang belum sesuai dengan dasar 

hukum penetapan auditi, peraturan perundang- undangan 

dan kebijakan yang berlaku. 

b. Identifikasi Permasalahan untuk menentukan adanya 

permasalahan adalah mengidentifikasi seluruh program, kegiatan, 

dan fungsi, hal ini dapat dilihat dari program atau kegiatan (tugas 

fungsi PD) yang penting apakah : 

1) Selaras dengan program/sasaran strategis RPJMD/RPJMN; 

2) Rawan terhadap tindak penyimpangan, kecurangan (fraud), 

penyalahgunaan; 

3) Menyangkut transaksi rupiah yang material; 

4) Mendapat perhatian besar dari pimpinan; 

5) Dari audit sebelumnya mengandung banyak kelemahan dan 

kekurangan sistem pengendalian. 

c. Konfirmasi/Klarifikasi, tahap ini merupakan pengujian secara 

terbatas untuk memperoleh kepastian mengenai hal-hal yang 

kritis dan memperoleh kepastian mengenai diperlukan tidaknya 

audit yang lebih mendalam. 

d. Simpulan atas Survei Pendahuluan, di dalam melaksanakan survei 

pendahuluan diterapkan teknik-teknik survei yang meliputi 

wawancara, analisis perbandingan, bagan alir, kajian ulang 

analistis, dan observasi. Pada akhir survei pendahuluan dibuat 

simpulan secara keseluruhan yang merupakan laporan hasil survei 

pendahuluan yang berisikan informasi umum, risiko audit yang 

menunjukkan indikasi kelemahan dan kerentanan pada area, 

proses, sistem, fungsi, program/kegiatan PD dan unsur-unsur 

lainnya yang diaudit yang selanjutnya disebut sasaran audit 

sementara atau Tentative Audit Objectives (TAO). 

e. Contoh Tentative Audit Objectives (TAO) sebagaimanan tercantum 



 

  
 

dalam Lampiran II. 

f. Contoh Program Kerja Audit Survei Pendahuluan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II. 

B. Penyusunan Rencana Pengujian 

Penyusunan rencana pengujian termasuk sifat pengujian, waktu dan 

prosedur yang diperlukan merupakan langkah dalam upaya 

mendapatkan bukti. Bukti dapat dibedakan dalam beberapa jenis atau 

golongan sebagai berikut : 

1. Bukti Pengujian Fisik 

Bukti pengujian fisik dilakukan untuk meyakinkan mengenai 

keberadaan (kuantitatif) dan mutu (kualitatif) dari aktiva berwujud. 

Bukti ini juga untuk meyakinkan kebenaran atau kesesuaian suatu 

proses dengan prosedur bakunya. Bukti pengujian fisik diperoleh 

melalui pengamatan langsung oleh APIP sendiri. Hasil pengamatan 

fisik oleh APIP tersebut dikukuhkan ke dalam suatu media pengganti 

fisik yaitu berita acara hasil audit fisik, dengan dilampirkan dokumen 

lain seperti hasil inspeksi lapangan, foto, surat pernyataan, denah 

lokasi atau peta lokasi dan lain- lain. 

Contoh: Berita Acara Hasil Audit Fisik. 

2. Bukti Dokumen 

Bukti audit yang paling banyak ditemui oleh APIP adalah bukti 

dokumen. Bukti dokumen pada umumnya terbuat dari kertas yang 

mengandung informasi. Dalam menilai atau mengevaluasi bukti 

dokumen, APIP sebaiknya memperhatikan pengendalian intern 

sumber dokumen tersebut dan terpenuhinya persyaratan yuridis. 

Kelemahan sistem pengendalian intern memungkinkan dokumen 

mengandung kesalahan, bahkan dokumen palsu yang dibuat oleh 

karyawan yang tidak jujur. 

Contoh: Kuitansi, Surat Perintah Membayar (SPM), Buku Kas Umum. 

3. Bukti Analisis 

Bukti analisis adalah bukti audit yang diperoleh APIP dengan 

melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data auditi dan data 

lain yang berkaitan dengan auditi. Bukti analisis hanya memberikan 

petunjuk mengenai kecenderungan suatu kejadian, sehingga untuk 

membuktikan terjadi atau tidaknya harus didalami dengan perolehan 



 

  
 

jenis bukti yang lain. 

Contoh: Analisis tren jumlah pelayanan dari tahun ke tahun, Analisis 

perbandingan waktu pelayanan dengan pelayanan serupa di 

provinsi/kabupaten/kota lain. 

4. Bukti Keterangan 

Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh APIP dari pihak lain 

(baik dari pihak auditi maupun pihak ketiga) berdasarkan pertanyaan 

atau informasi tertentu yang diminta oleh APIP. Bukti keterangan 

merupakan bukti pendukung bukti-bukti lain yang telah didapatkan 

oleh APIP. Biasanya bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis atau 

bukti lisan (yang dituangkan dalam kertas Kerja dengan seksama) 

terlebih dahulu baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian 

(didapat dari pihak lain karena diminta oleh APIP).  

Contoh : Berita Acara Permintaan  Keterangan (BAPK), Berita Acara 

Hasil Konfirmasi. 

C. Penyusunan Program Kerja Audit 

Langkah selanjutnya adalah menyusun Program Kerja Audit (PKA).       

PKA digunakan sebagai panduan bagi APIP selama melakukan audit. PKA 

berisi tujuan setiap prosedur dan rangkaian langkah-langkah audit     

yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit. Termasuk langkah 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi dan bukti internal maupun eksternal auditi selama penugasan 

audit. 

Program Kerja Audit harus direviu dan disetujui sebelum dilaksanakan. 

Dalam penyusunan PKA di samping memperhatikan tujuan setiap 

prosedur audit, teknik sampel yang digunakan juga terkait dengan 

rencana pengujian sistem pengendalian, juga rencana pengujian untuk 

mengidentifikasi ketidaktaatan dalam penyelenggaraan suatu area, 

proses, sistem, fungsi, program/kegiatan PD hingga ke simpulan 

hasilnya. Berdasarkan simpulan permasalahan yang dijumpai, APIP 

memberikan rekomendasi untuk peningkatan ketaatan, perbaikan tata 

kelola, pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada auditi serta 

mencegah dan menangkal terjadinya tindak penyimpangan. 

Contoh Program Kerja Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 

 



 

  
 

 

D. Pengalokasian Sumber Daya 

Langkah terakhir di tahap perencanaan adalah pengalokasian sumber 

daya (jam Kerja, hari pengawasan, personil tim APIP dan dana) yang 

dibutuhkan tim untuk melaksanakan penugasan. Tim disusun dengan 

memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan 

penugasan audit ketaatan yang akan dilakukan termasuk pembuatan 

surat tugas dan anggaran waktu penugasan. Kompetensi dan 

pengalaman APIP berkontribusi penting dalam menentukan waktu audit 

dan membuat rencana pengujian, biaya dam jadwal pengujian agar dapat 

diselesaikan tepat waktu. Hasil dari tahap ini adalah alokasi hari 

pengawasan (HP) masing-masing APIP, alokasi biaya dan jenis pengujian 

yang akan dilakukan. Terhadap rencana prosedur pengujian tersebut, 

ditetapkan APIP yang akan melaksanakan disertai target waktu 

pelaksanaan (PKA) dan termasuk jumlah dana yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

BAB III 

PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN 

 

Audit merupakan satu bentuk pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh 

APIP melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan SAIPI. Audit bertujuan 

untuk menilai kebenaran, keakuratan dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan APBD dengan cara menguji 

tingkat kesesuaian antara kondisi yang menyangkut area, proses, sistem, fungsi, 

program/kegiatan PD yang di audit dengan kriterianya. Dengan melengkapi 

simpulan atas permasalahan yang ditemui, APIP memberikan bukti-bukti 

pendukung serta simpulan rekomendasi perbaikan pengendalian. Oleh karena 

itu dalam melakukan audit ketaatan, APIP memberikan keyakinan memadai 

bahwa area, proses, sistem yang diaudit telah sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan 

terkait, kriteria dan ketentuan yang berlaku lainnya. Berikut adalah kerangka 

berfikir dalam melakukan audit ketaatan :  

Diagram 3.1 Kerangka Berfikir Audit Ketaatan 

 

Kegiatan audit rinci adalah audit yang dilakukan secara lebih mendalam 

berdasarkan Tentative Audit Objectives (TAO) yang dituangkan kedalam PKA 

Rinci untuk memperoleh pembuktian bahwa kondisi tertentu memang terjadi 

dan mengembangkannya sehingga diperoleh atribut temuan secara lengkap. 

Audit rinci mengikuti tahapan sebagai berikut : 



 

  
 

 

A. Penetapan Urutan Prioritas yang akan dilakukan Audit rinci beserta 

Tujuannya. 

Tim menyusun prioritas dengan memilih kondisi mana yang akan 

didahulukan auditi sebagaimana tercantum dalam FAO. Apabila diperlukan 

dapat dilakukan sampling atas kegiatan yang ada, baik yang dikerjakan 

secara swakelola maupun dengan kontrak. Tim menentukan tujuan audit 

untuk masing-masing masalah sesuai prioritas yang telah ditetapkan. 

B. Pelaksanaan PKA Rinci 

Pelaksanaan PKA rinci diharapkan mampu menggali ketepatan FAO yang 

ditetapkan sebelumnya untuk disarankan dalam penyusunan kelengkapan 

atribut temuan baik dalam penyajian kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan 

pengembangan rekomendasinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan 

temuan audit yang baik. Dalam tahap pelaksanaan audit rinci, APIP 

dimungkinkan untuk merevisi PKA yang sesuai kondisi yang ditemui. 

Tahap pelaksanaan terdiri dari : 

1. Pengujian dan Pengumpulan Bukti 

Pada tahap ini APIP harus menguji materi/substansi transaksi 

pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan secara 

memadai untuk memperoleh pembuktian yang layak apakah 

transaksi/kegiatan telah sesuai dengan atau menyimpang dari peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan 

terkait yang telah ditetapkan. Adapun bukti (internal dan eksternal) yang 

di evaluasi APIP adalah semua media informasi yang digunakan oleh APIP 

untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan 

rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian kondisi dengan 

kriterianya. Bukti harus memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif : 

a. Syarat kuantitatif, yaitu bahwa jumlah bukti harus cukup untuk 

meyakinkan pihak lain yang mengetahui masalahnya; 

b. Syarat kualitatif bukti mencakup 3 (tiga) atribut, yaitu relevan, absah, 

dan handal : 

1) Relevan menyatakan bahwa bukti itu mempunyai hubungan yang 

logis dengan dan arti penting bagi temuan audit yang 

bersangkutan; 

2) Absah menyatakan bahwa bukti itu didasari oleh argumentasi 



 

  
 

yang benar dan informasi yang akurat; 

 

3) Handal menyatakan bahwa bukti itu dapat diandalkan yang 

menunjukkan konsistensi hasil dalam arti bahwa jika informasi 

diuji/diukur hasilnya tetap dan selain itu dapat diverifikasikan. 

Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh APIP 

untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan 

rekomendasinya dalam meyakinkan   tingkat kesesuaian antara kondisi 

dengan kriteriannya.   Syarat-syarat bukti audit yang handal ada empat 

syarat yaitu disebut REKOCUMA masing-masing sebagai berikut : 

a. Relevan : Bukti audit harus relevan dan logis mendukung atau 

menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan 

tujuan dan kesimpulan audit; 

b. Kompeten : Bukti audit dikatakan kompeten apabila bukti yang 

diperoleh berasal dari sumber yang independen dan dapat dipercaya 

serta terjamin keakuratannya. Kompeten atau tidaknya suatu bukti 

dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan 

kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut; 

c. Cukup : Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai 

keseluruhan bukti berarti dapat mewakili atau menggambarkan 

keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan serta jumlahnya 

memenuhi syarat untuk mendukung temuan APIP; 

d. Material : Bukti material adalah bukti yang mempunyai nilai yang 

cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. 

Materialitas dapat dilihat antara lain: besarnya nilai uang, pengaruh 

terhadap kegiatan, hal yang menyangkut tujuan audit, pentingnya 

menurut peraturan perundangan, keinginan pengguna laporan, 

kegiatan yang pada saat audit dilakukan sedang jadi perhatian 

umum. 

APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung 

kesimpulan dan temuan audit. Dalam standar audit menyatakan bahwa 

APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung 

simpulan dan temuan audit. Bukti yang diperlukan untuk mendukung 

temuan dapat berupa bukti yang diperoleh dari pengamatan, observasi, 

tanya jawab, serta dokumen : 

a. Bukti pengakuan hasil wawancara atau pernyataan dari pihak yang 

terlibat; 



 

  
 

 

 

b. Bukti berupa dokumen terdiri dari peraturan, laporan, risalah, 

memorandum, pengendalian, kutipan dari catatan pembukuan, 

bagan, dan ketentuan mengenai arus dokumen, sistem yang 

dirancang, struktur organisasi dan bagan fungsinya; 

c. Bukti yang diperoleh dari analisis informasi yang dihimpun oleh APIP. 

Pengumpulan bukti selanjutnya masih harus diuji dengan menggunakan  

hasil pemeriksaan kas, reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, 

observasi, kuesioner serta pembandingan dan penelusuran hingga bukti 

asal. Selain untuk mendukung simpulan audit ketaatan pada suatu area, 

proses, sistem, fungsi, program/ kegiatan auditi, bukti yang 

dikumpulkan dan diuji juga merupakan bukti yang mendukung ada atau 

tidaknya kelemahan dalam SPI pada auditi serta bukti yang mendukung 

ada/tidaknya ketidaktaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  

dan  identifikasi  potensi tindak penyimpangan. 

Pengujian dilakukan sesuai PKA yang telah ditetapkan pada tahap 

perencanaan. Dalam setiap pengujian yang dilakukan, hasilnya 

didokumentasikan ke dalam kertas Kerja audit (KKA). KKA yang baik 

harus mencerminkan : 

a. Kegiatan audit mulai dari perencanaan, survei pendahuluan, evaluasi 

pengendalian intern, pengujian substantif, simpulan dan 

permasalahan/temuan hasil audit, berita acara pembahasan hasil 

audit, sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut hasil audit; 

b. Langkah-langkah audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, 

informasi yang diperoleh dan simpulan-simpulan hasil audit. 

Langkah-langkah Kerja dalam PKA yang telah dilaksanakan 

menghasilkan data beserta penarikan simpulan hasil audit 

didokumentasikan dalam KKA. 

Contoh  Kertas  Kerja  Pengujian  Data  Audit  sebagaimana  

tercantum  dalam Lampiran II. 

c. Evaluasi Bukti dan Pengambilan Simpulan. 

Pelaksanaan dan teknik audit menghasilkan bukti-bukti yang 

membantu APIP untuk dapat menilai efektivitas pengendalian intern. 

Beberapa pertanyaan yang harus dijawab APIP untuk menilai 

ketaatan suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan : 



 

  
 

 

1) Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan telah 

direncanakan dengan baik? 

2) Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/ kegiatan telah 

diselenggarakan sesuai ketentuan? 

3) Apakah pengendalian yang ada dan diterapkan sudah 

membantu pencapaian tujuan organisasi? 

Untuk mejawab pertanyaan-pertanyaan ini, APIP internal harus 

mengambil kesimpulan berdasar informasi/bukti yang didapat sejak 

tahap perencanaan sampai pelaksanaan penugasan. 

d. Pengembangan Temuan dan Rekomendasi 

e. Setelah dilakukan pengujian, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, 

dan menyusun simpulan, APIP internal harus menyusun temuan 

(finding). Temuan berpangkal tolak dari perbandingan kondisi         

(apa yang sebenarnya terjadi) dengan kriteria (apa yang seharusnya 

terjadi menurut peraturan yang ada), mengungkap akibat yang 

ditimbulkan dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut serta 

mencari penyebabnya. Pengembangan temuan sangat menentukan 

keberhasilan tugas audit. Untuk itu, APIP perlu memahami unsur-

unsur temuan, sehingga pengembangan temuan menjadi lebih efektif.  

Terdapat dua jenis temuan, yaitu : 

1) Temuan Positif yang harus dimuat di dalam laporan audit, 

terutama temuan yang berpengaruh terhadap peningkatan 

motivasi dan memberikan apresiasi atas area, proses, sistem, 

fungsi, program/kegiatan yang telah dilaksanakan tepat waktu 

dan kualitas yang lebih baik dari rencana kepada auditi; 

2) Temuan Negatif, antara lain meliputi : 

a) Penyimpangan/penggelapan; 

b) Kelemahan sistem atau prosedur; 

c) Aktivitas yang tidak benar/tepat. 

Apabila dijumpai kelemahan atau kekurangan yang penting, maka 

APIP harus menyusun rencana pengembangan semua aspek yang 

berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat dan segera. 

Input yang digunakan dalam kegiatan “Penyusunan Temuan Hasil 

Audit” adalah: 

1) Tujuan audit; 

2) Kriteria yang telah ditetapkan; 

3) Bukti audit (relevan, kompeten, cukup, material); dan 



 

  
 

4) Kesimpulan hasil pengujian bukti. 
Dalam menyusun suatu temuan audit ketaatan, hal yang sangat 

utama diperhatikan adalah apakah temuan audit yang dibuat APIP 

merupakan jawaban atas pertanyaan/dugaan sementara/hipotesis 

yang telah dituangkan dalam tujuan audit yang telah ditetapkan. 

Temuan audit (utuh & tidak cacat) seharusnya berisi kesimpulan 

hasil pengujian atas bukti audit yang diperoleh APIP dalam usahanya 

untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya, 

dengan memberikan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti 

oleh auditi/PD. Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan 

menyusun temuan audit adalah sebagai berikut : 

1) Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat 

perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, 

tentukan apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. 

Perbedaan positif terjadi apabila kondisi yang ditemukan sama 

atau lebih baik daripada kriteria. Perbedaan negatif terjadi 

apabila kondisi yang ditemukan tidak sesuai/mencapai kriteria. 

2) Sangat dimungkinkan, APIP menemukan suatu kondisi yang 

telah memenuhi atau melebihi kriteria yang disebut temuan 

positif. APIP perlu mempertimbangkan relevansi temuan positif 

dengan tujuan audit. Apabila temuan tersebut relevan terhadap 

tujuan audit, maka APIP perlu mengungkap hal tersebut dalam 

Laporan Hasil Audit berupa apresiasi di bab penutup. 

3) Dalam hal APIP menemukan kondisi yang tidak memenuhi 

kriteria, yang disebut sebagai temuan negatif, APIP perlu 

mengidentifikasi unsur-unsur temuan hingga menjadi suatu 

temuan audit dengan atribut yang lengkap atau tidak cacat, agar 

segera dilakukan tindak lanjut oleh auditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 Struktur Atribut Temuan 



 

  
 

Unsur/atribut temuan antara lain: 

a) Kondisi (kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya 

terjadi). 

Kondisi menunjukkan realitas yang ada dari    suatu 

pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan 

yang menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan. 

Untuk menyatakan kondisi, APIP harus mengumpulkan 

bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material. 

b) Kriteria (apa yang seharusnya terjadi). 

Kriteria adalah standard, ukuran atau harapan 

(expectation), antara lain berupa : 

• peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• program /kegiatan PD yang selaras dengan 

program/sasaran RPJMD/RPJMN; 

• ketentuan pimpinan organisasi yang harus ditaati/ 

dilaksanakan; dan 

• standar dan norma/kaidah. 

Kriteria yang diperoleh harus diuji dan dianalisis secara 

tepat dan setelah itu baru dapat digunakan sebagai tolok 

ukur atau pembanding dengan kondisi yang dijumpai. 

c) Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan 

kriteria). Penyebab merupakan hal yang penting apabila 

ditinjau dari tujuan audit yaitu untuk menghasilkan 

rekomendasi ke arah perbaikan di masa datang. Penyebab 

ini mengungkap tentang mengapa terjadi ketidaksesuaian 

antara kondisi dan kriteria. Contoh penyebab antara lain: 

• Pembagian tugas dan wewenang belum ditetapkan 

secara jelas; 

• Koordinasi dalam pelaksanaan area, proses, sistem, 

fungsi, program/kegiatan tidak berjalan dengan baik; 

• Tidak adanya kebijakan/prosedur yang memadai untuk 

melaksanakan suatu area, proses, sistem, fungsi, 

program / kegiatan; 

• Belum ditetapkannya Analisa Standar Biaya (ASB) dan 

Standar Harga Satuan (SHS); dst. 

 



 

  
 

Hal yang perlu dipahami seorang APIP secara baik adalah 

mengeksplore penyebab terjadi penyimpangan, karena bisa 

saja kriteria atau aturannya yang kurang tepat dan perlu 

diperbaiki serta disempurnakan. 

d) Akibat dan dampak (apa akibat dan dampak yang 

ditimbulkan dari adanya perbedaan antara kondisi dan 

kriteria). Akibat dapat berupa kemungkinan yang akan 

terjadi maupun yang telah terjadi. 

e) Rekomendasi (apa yang dapat dilakukan untuk 

memperbaikinya). 

Rekomendasi adalah usulan rencana perbaikan yang 

diberikan oleh APIP internal untuk menutup gap antara 

kondisi dan kriteria. Rekomendasi harus dirancang guna : 

• memperbaiki kelemahan (menghilangkan penyebab);  

• meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. 

Contoh rekomendasi : 

menyusun kebijakan/aturan dalam rangka melaksanakan 

area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan; 

merevisi atau memperbaiki prosedur/SOP agar sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Rekomendasi harus jelas : 

• ditujukan kepada siapa; 

• mengarah pada tindakan nyata; 

• konsekuensi yang akan timbul apabila tindak lanjut 

atas rekomendasi tidak dilakukan; 

• dapat dilaksanakan oleh auditi; dan 

• apabila ada alternatif perbaikan tuangkanlah semua 

alternatif berikut alasannya masing-masing. 

Dalam memberikan/merumuskan rekomendasi, APIP 

harus memperhatikan : 

• biaya yang akan terjadi dalam mengimplemen-tasikan 

rekomendasi harus tidak melebihi manfaat yang akan 

diperolehnya; 

• jika terdapat beberapa alternatif rekomendasi dengan 

biaya yang terkait, harus diusulkan; dan 

• rekomendasi harus dapat dilaksanakan. 



 

  
 

4) Jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur kerugian 

negara/fraud,yang relevan dengan tujuan audit, maka APIP 

perlu melakukan pendalaman auditnya sampai menjadi temuan 

audit. Indikasi yang tidak relevan dengan tujuan audit, perlu 

didokumentasikan secara memadai dalam KKA dan akan 

ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang sesuai. 

5) APIP mengomunikasikan konsep temuan audit dengan pimpinan 

auditi untuk mendapatkan klarifikasi. Tujuan dari komunikasi 

konsep temuan audit dengan auditi adalah untuk memvalidasi 

konsep temuan yang telah dikembangkan oleh APIP. 

6) APIP menyampaikan Temuan Audit kepada pimpinan auditi 

yang diaudit melalui berita acara hasil audit. 

7) Output yang dihasilkan dari kegiatan “Penyusunan Temuan 

Hasil Audit” adalah: 

a) Konsep Temuan Audit; 

b) Berita Acara Temuan Audit; 

c) Tanggapan resmi tertulis atas Berita Acara Temuan Audit. 

C. Penyusunan Kertas Kerja. 

Hasil pelaksanaan PKA rinci yang telah ditetapkan, dituangkan ke dalam 

kertas kerja audit oleh APIP yang bersangkutan sesuai dengan 

penugasannya berdasarkan PKA audit rinci. KKA adalah dokumen audit 

yang memuat data catatan pembuktian yang dikumpulkan oleh APIP selama 

berlangsungnya audit mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap 

pengkomunikasian hasil audit. KKA berisi metodologi yang dipilih, prosedur 

yang ditempuh, bukti audit yang ditemukan, dan simpulan audit yang 

diambil selama audit untuk mendukung laporannya. Informasi yang dimuat 

dalam KKA harus memadai, kompeten, relevan, dan berguna untuk 

memenuhi tujuan penulisan serta memberikan dasar yang kuat untuk 

temuan audit dan rekomendasinya. 

Tujuan KKA adalah mendokumentasikan informasi yang diperoleh selama 

audit, melalui interview, penelaahan peraturan-peraturan, analisis atas 

sistem dan prosedur, observasi atas kondisi,  maupun pengujian transaksi 

dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan temuan audit sebagai 

sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang didapat, 

membandingkan, menilai/mengukur besarnya pengaruh sebuah temuan 

atau kelemahan. 

 



 

  
 

Sasaran KKA yaitu untuk mendukung pembuatan laporan hasil audit, 

membantu APIP saat pembahasan masalah dengan pihak yang diperiksa, 

menjadi media reviewdan penilaian kecukupan teknik serta prosedur audit 

dalam supervisi selama pelaksanaan PKA, berfungsi sebagai bahan 

pembuktian apabila terjadi tuntutan dari auditi atau sewaktu APIP menjadi 

saksi ahli, berperan sebagai referensi baik untuk audit berikutnya dan 

monitoring tindak lanjut maupun sebagai sarana pengendalian mutu 

pengawasan. 

KKA direviu oleh ketua tim/supervisor sesuai dengan kewenangan dan 

tanggung jawabnya. 

Contoh Penyusunan Kertas Kerja Audit sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II. 

D. Pendokumentasian Kertas Kerja Audit. 

KKA perlu didokumentasikan dengan baik, baik hard maupun soft filenya 

disimpan di dalam central file Inspektorat. Dokumentasi disimpan secara 

tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan audit intern sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan 

rekomendasi APIP. 

E. Penyusunan Simpulan dan Temuan Sementara. 

Berdasarkan pelaksanaan audit, APIP menyusun simpulan dan temuan- 

temuan sementara hasil audit yang berpangkal tolak dari perbandingan 

antara kondisi (apa yang sebenarnya terjadi) dan kriteria (apa yang 

seharusnya terjadi), APIP mengungkap akibat yang ditimbulkan dari 

perbedaan kondisi tersebut serta mencari penyebabnya, dan memberikan 

rekomendasi perbaikannya, kemudian menuangkan simpulan hasil audit 

dan daftar temuan sementara ke dalam konsep Berita Acara Hasil Audit 

dengan atribut lengkap yang mencakup kondisi, kriteria, akibat, sebab, 

rekomendasi. 

Contoh Kertas Kerja Matrik Pengelompokan Temuan Audit sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II. 

F. Pembahasan Simpulan, Temuan Sementara dan Hasil Audit dengan Auditi. 

Ketua Tim perlu mengelompokkan temuan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu : 

1. Temuan yang masuk Laporan Hasil Audit; 

2. Hal yang perlu diperhatikan, hanya sebagai catatan, komentar yaitu 



 

  
 

temuan yang tidak begitu serius tetapi merupakan penyimpangan dari 

ketentuan dan perlu di komunikasikan dengan auditi untuk menjadi 

perhatian auditi. 

Ketua Tim bertanggung jawab atas pengaturan jadwal pembahasan simpulan 

dan temuan hasil audit. Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah yang 

memuat temuan yang sudah ditindaklanjuti dan temuan yang akan 

dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Audit serta tanggapan dari auditi. 

Berita Acara Hasil Audit yang disusun oleh Tim APIP   mencakup : 

1. Data Umum Auditi adalah data umum berisikan nama auditi, dasar 

audit, tujuan audit, sasaran audit, lingkup audit, hasil audit terbatas 

jumlah temuan, keborosan dan kebocoran, serta pendahuluan yang 

berisikan : 

a. Dasar audit; 

b. Waktu Pelaksanaan Audit; 

c. Periode/tahun anggaran kegiatan yang diperiksa; 

d. Tujuan audit; 

e. Sasaran audit; 

f. Ruang lingkup audit; 

g. Informasi audit. 

2. Uraian Hasil Audit. 

Uraian hasil audit berupa temuan dengan atribut lengkap, judul temuan, 

kondisi, sebab, akibat, tanggapan auditi, komentar APIP, dan konsep 

rekomendasi. 

3. Apabila di dalam audit ditemukan indikasi penyimpangan yang signifikan 

yang mengarah kepada kerugian negara, maka Tim dapat mengajukan 

saran audit investigasi. Namun, apabila ditemukan masalah konstruksi 

yang signifikan, tim dapat mengajukan saran audit konstruksi. 

4. Kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini berisikan kumpulan judul 

temuan dan konsep rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

BAB IV 

PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN  

DAN MONITORING TINDAK LANJUT 

 

Kegiatan dalam komunikasi hasil audit ketaatan meliputi penyusunan konsep 

Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan 

audit, perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan 

penyampaian LHA serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit. 

A. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit  

Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan bahwa 

suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di bawah ini : 

1. Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit. 

APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti 

standar audit yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP adalah 

Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 

2. Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit. 

Suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi 

audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu area, proses, 

sistem, fungsi, program/kegiatan PD diaudit, apa yang diharapkan atau 

dicapai dari pelaksanaan audit, apa yang diaudit, dan bagaimana cara 

audit dilakukan. 

3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi. 

a. Temuan Audit 

Temuan audit merupakan ‘potret’ kenyataan yang ditemukan APIP 

dalam membandingkan kondisi dan kriteria. 

b. Simpulan Hasil Audit 

Simpulan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit yang telah 

ditetapkan sebelumnya terkait penilaian penyelenggaraan program 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang 

berlaku. 

 

 



 

  
 

c. Rekomendasi 

APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditi untuk 

memperbaiki area yang menjadi penyebab tujuan area, proses, 

sistem, fungsi, program/kegiatan tidak tercapai, meminimalisir 

timbulnya dampak, serta area yang berpotensi terjadi tindak 

penyimpangan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan 

auditi yang diaudit. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat 

konstruktif/membangun apabila : 

1) Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan; 

2) Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; 

3) Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk 

bertindak; dan 

4) Dapat dilaksanakan. 

4. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil audit. 

APIP harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuan, 

simpulan, dan rekomendasi audit dari pejabat berwenang auditi/PD yang 

diaudit. Dalam memenuhi persyaratan kualitas komunikasi yaitu adil, 

lengkap, dan obyektif, audit semaksimal mungkin mengupayakan 

adanya reviu dan tanggapan dari auditi sehingga diperoleh suatu laporan 

yang obyektif karena tidak hanya mengemukakan fakta dan pendapat 

APIP saja, melainkan memuat pula pendapat/tanggapan dan rencana 

tindak yang dilakukan oleh auditi. 

B. Perolehan Tanggapan atas Simpulan dan Rekomendasi. 

Sebelum melaksanakan pembahasan akhir, APIP sebaiknya melakukan 

pembahasan intern yang perlu dihadiri seluruh tim audit sesuai surat tugas. 

Pembahasan intern sebaiknya dipimpin oleh pejabat pengendali teknis. 

Pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari 

notisi hasil audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, 

cukup, dan material serta untuk menyamakan persepsi di antara seluruh 

tim audit agar memiliki pendapat yang sama pada waktu melakukan 

pembicaraan akhir dengan auditi. Proses dan hasil pelaksanaan 

pembahasan intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas Kerja audit. 

 

 



 

  
 

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian 

hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan 

auditi. Agar pembahasan akhir dapat efektif menghasilkan kesepakatan, 

pembahasan akhir harus dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan 

kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun 

auditi. Adapun tujuan dari pembahasan akhir yaitu : 

1. Mengklarifikasi kesahihan simpulan, penilaian dan temuan hasil audit; 

2. Memberikan kesempatan kepada auditi apabila terdapat perbedaan atas 

temuan tersebut, dengan penjelasan disertakan bukti/dokumen yang 

belum diperoleh APIP; 

3. Memperoleh kesepakatan/kesediaan auditi untuk melaksanakan tindak 

lanjut atas rekomendasi yang diberikan; 

4. Memperoleh rencana tindak perbaikan. 

Hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk berita acara 

pembahasan hasil audit yang memuat informasi mengenai hasil kesimpulan 

audit, rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati yang 

perlu dibahas lebih lanjut dan dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi 

organisasi. 

Contoh Berita Acara Exit Conference sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II. 

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit. 

Selanjutnya, APIP harus menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar 

Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), di mana konsep laporan direviu 

secara berjenjang mulai dari pembantu penanggungjawab, pengendali 

teknis, hingga pejabat yang berwenang. Adapun media dan sarana yang 

digunakan oleh APIP selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah 

lembar temuan yang sudah mendapat tanggapan, Berita Acara Ekspos 

Eksternal, pembahasan akhir, dan konsep laporan. Berdasarkan Standar 

Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), APIP harus mengkomunikasikan 

hasil audit intern. Tujuan dari pengkomunikasian hasil audit adalah : 

1. Menyampaikan hasil penugasan audit kepada auditi dan pihak lain yang 

berwenang; 

 

 

 



 

  
 

2. Menghindari kesalahpahaman terhadap hasil penugasan audit intern; 

3. Menjadi dasar bagi auditi dan instansi terkait untuk melakukan tindak 

perbaikan; 

4. Memudahkan pemantauan tindak lanjut hasil. 

Contoh Berita Acara Ekspos Eksternal sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II. 

Sesuai dengan SAIPI, APIP harus mengkomunikasikan dan mendistribusikan 

hasil penugasan audit intern kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika 

penyampaian laporan mengandung kesalahan atau kelalaian yang 

signifikan, pimpinan instansi APIP harus mengkomunikasikan informasi 

yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang telah menerima laporan 

tersebut. 

Menurut SAIPI, bentuk pengkomunikasian hasil audit dapat dibuat dalam 

bentuk surat dan bentuk Bab. Laporan bentuk surat digunakan apabila : 

1) dari hasil audit tidak diidentifikasi banyak fakta yang signifikan untuk 

dikomunikasikan atau; 

2) terdapat informasi yang harus segera disampaikan dan ditindaklanjuti 

oleh auditi/PD sebelum penugasan berakhir.  

Laporan bentuk bab digunakan apabila dari hasil audit diidentifikasi banyak 

fakta signifikan yang perlu dikomunikasikan.  

Contoh Laporan Hasil Audit Ketaatan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II. 

D. Monitoring Tindaklanjut. 

Berdasarkan SAIPI, menyebutkan bahwa APIP harus memantau dan 

mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. 

Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar auditi memperbaiki, memahami 

kelemahan dan kekurangan yang ada dan segera mungkin memperbaiki 

sesuai saran APIP. Selain itu, APIP harus memantau pelaksanaan tindak 

lanjut yang dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi 

telah dilaksanakan dan mencapai outcome dari audit ketaatan serta 

memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis 

maupun tahunan. Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan             

PP 60 Tahun 2008 Pasal 43 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/PD 

wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu 

lainnya. 



 

  
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian Pedoman Audit Ketaatan ini dibuat, sebagai bahan rujukan dalam 

pelaksanaan audit ketaatan di Pemerintah Kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


